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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar kontribusi Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah beserta komponen-komponennya terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Lahat periode 2000 sampai dengan 2004. Sebagaimana 
diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 
penerimaan terbesar dari penerimaan daerah di Kabupaten Lahat.

Ruang lingkup penelitian ini pembahasannya mengenai analisis Kontribusi 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kebupaten Lahat. Data yang digunakan pada metode ini adalah data sekunder. Data 
tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statisik Propinsi Sumatera Selatan, Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, dan 
Badan statistik Propinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil analis diperoleh hasil bahwa kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat periode 2000 sampai 
dengan 2004 cukup besar. Dengan rata-rata pertahunnya masing-masing sebesar 
29,00 persen dan 38,69 persen.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. 

Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan program 

pemerintahan diberbagai daerah di tiap - tiap negara, tetapi juga sebagai alat bagi 

masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam menentukan prioritas untuk 

pembangunan daerahnya sendiri.

Alokasi tugas dalam menyediakan pelayanan faslilitas umum antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa konsekuensi pembagian atau 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 

umumnya negara sedang berkembang mempunyai derajat sentralisasi keuangan yang

tinggi: artinya pemerintah pusat lebih banyak membiayai kegiatan penyediaan barang 

publik dan mengambil sebagian besar penerimaan negara yang berasal dari pajak

(Suparmoko, 2001:38)

Menurut Bachrul Elmi (2002:7) desentralisasi berarti memberikan sebagian 

dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan 

menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan 

daerah yang bersangkutan.

Sistem desentralisasi dilakukan guna mengurangi ketergantungan daerah 

kepada pemerintah pusat. Telah dimulai sejak tahun 1997 yaitu Undang - Undang

1I



Republik Indonesia No. 18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disusul 

dengan lahirnya peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah Nomor 20/1997 

tentang retribusi daerah.

Tujuan kebijakan desentralisasi menurut suparmoko (2001:33) yaitu:

a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari 

pemerintah pusat

c. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing - masing

daerah.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam melaksanakan otonomi daerah,

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengembangkan potensi- 

potensi yang ada di daerah. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber 

pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari 

hasil mengeksploitasi sumber daya alam akan menentukan tingkat APBD.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yaitu bahwa sumber 

pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah, hasil perusahaan daerah.

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

d. Lain- lain pendapatan daerah yang sah
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Sumber keuangan daerah selalu terkait hubungan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah dituntut mampu menyelenggarakan 

kewenangan yang dimiliki, maka harus ada perimbangan keuangan yang adil dan 

transparan antara pusat dan daerah. Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga 

aspek yang harus dipertimbangkan yaitu : pertama sejauh mana daerah diberi sumber- 

sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua 

sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang bersumber

dari bagi hasil pajak. Ketiga, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil

dan efektif dari pemerintah pusat, Prof Sukamto ( 2005:93)

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian 

daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 

dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat 

tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi, menurut

Dedy (2001:169)

Undang-undang 25 tahun 1999 mengatur kewenangan daerah untuk 

membentuk dana cadangan yang bersumber dari penerimaan daerah. Undang-undang 

ini mempunyai tujuan pokok antara lain

a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah

b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, 

transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti.
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c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah daerah pusat 

dan pemerintah daerah yang memcerminkan pembagian tugas kewenangan 

dan tanggung jawab yang jelas antara pelaksanaan otonomi daerah dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan. Memperhatikan 

partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, 

mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuan untuk membiayai 

tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan 

daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah bagi negara.

e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan adanya perbedaan potensi wilayah daerah yang dimiliki, 

maka Susetyo,et.al. (1999:01) menyatakan bahwa pembangunan daerah mendapat 

perhatian yang semakin serius. Sehingga berbagai sumber pembiayaan akan 

teralokasi ke daerah guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah. 

Selama ini kemampuan daerah masih sangat terbatas dalam membiayai kegiatan 

pembangunan daerah. Sehingga berbagai pembangunan masih didominasi sumber 

pembiayaan dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah di propinsi Sumatera Selatan 

juga tidak terlepas dari masalah keuangan daerah. Pada tahun 1996 

kondisi perekonomian Kabupaten Lahat menunjukkan perkembangan yang positif,

secara umum

4
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah Lahat mengalami masa naik turun. Tabel 1.1 menyajikan realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat dan pertumbuhannya periode 1994 sampai 

dengan 2004.

T.tbel U
Realisasi danPertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KabuDaten Laha*
Tahun 1994-2004

PertumbuhanRealisasi 
PAD (Rp)

TahunNo.
PAD (%)Anggaran

34,081.286.483.32819941.

59,352.049.990.00019952.

2.365.790.000 15,4019963.

1997 2.955.922.930 24,944.

1998 3.301.602.400 2,565.

6. 1999 3.577.431.000 13,12
20007. 3.753.431.000 4.40

8. 2001 6.690.988.000 78,28
9. 2002 7.912.933.840 18,26
10. 2003 10.402.577.000 31,46
11. 2004 14.486.075.220 39,25

Sumber : Dispenda Kabupaten Lahat

Realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat selama 

periode 1994 - 2004 setiap tahunnya berfluktuasi. Rata-rata realisasi Pendapatan Asli
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Daerah sebesar Rp 4.098.741.863 dan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 

30,38 persen. Tahun 1994 realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 1.286.483.328

mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 59.35 persen pada tahun 1995 menjadi

pendapatan senilaiRp 2.049.990.000. Pada tahun 1996 terjadi kenaikan 

Rp 2.365.790.000 namun pertumbuhannya menurun sebesar 15,40 persen. Tahun

1997 terjadi kembali kenaikan realisasi PAD sebesar Rp 2.955.933.930. Pada tahun

1998 terjadi penurunan penerimaan pendapatan yang disebabkan krisis moneter yang 

melanda perekonomian Indonesia. Tahun 1999 PAD sebesar Rp 3,577.431.000 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.301.602.400.

Tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.753.431.000 dengan

pertumbuhan sebesar 4,40 persen. Pertumbuhan ini relatif kecil disebabkan karena

akan dimulainya perekonomian Kabupaten Lahat menuju era otonomi daerah.

Pertumbuhan pada tahun 2001 merupakan pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar

78,28 persen naik hingga Rp 6.690.998.000 mengalami penurunan pada tahun 2002 

hingga menjadi Rp 10.402.577.000, dengan pertumbuhan sebesar 31,46 % pada tahun 

2003. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2003 sampai 

dengan 2004 dengan pertumbuhan sebesar 39,25 % menjadi Rp 14.486.075.220 

didukung tingginya laju pertumbuhan sektor pajak dengan peningkatan infrastruktur 

dan prasarana pendukung lain. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perekonomian 

Kabupaten Lahat masih dalam proses ke arah yang lebih baik
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang

akan diteliti yaitu:

“Berapa Besar

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lahar

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

Untuk menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lahat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Teoritis

• Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi para akademisi

untuk mengembangkan ilmu ekonomi studi pembangunan, terutama yang

berkaitan dengan bidang studi ekonomi pengembangan regional.

Praktis

• Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah 

Kabupaten Lahat khususnya bagi Dinas pendapatan Daerah dalam upaya
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peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak dan

retribusi.

1.5 tinjauan Pustaka

1.5.1 Pertumbuhan Penduduk Merupakan Fungsi Pendapatan per Kapita

Tesis Leinbstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan 

penduduk merupakan fungsi dari laju pendapatan perkapit. Laju pertumbuhan 

penduduk berkaiatan eratdengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula, 

pada tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian 

“sesuai” dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan perkapita 

naik diatas posisi keseimbangan tersebut maka tingkat kematian (moralitas) akan 

turun, tetapi tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya laju 

pertumbuhan penduduk meningkat. Jadi, pendapatan perkapita cenderung menaikkan 

llaju perumbuhan penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai pada titik 

tertentu. Melampaui tititk tersebut kenaikan pendapatan perkapita akan menurunkan

tingkat kesuburan dan ketika pembangunan sudah mencapai tahap maju maka laju

pertumbuhan penduduk itu menurun.

Argumen Leibstein tersebut didasarkan pada tesis kapilaritas sosialnya 

Dumont, yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginana 

untuk memperoleh anak banyak guna menujang pendapatan orang tua semakin 

berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat sesuai dengan kenaikan tingkat 

pendapatan dan mobiolitas ekonomi dan sosial akan menyebabkan kenyataan bahwa
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mengurus keluarga besar sulit dan mahal. Karenanya laju pertumbuhn penduduk 

menjadi konstan dan kemudian menurun menjadi pelan, sebaliknya ekonomi maju 

menuju garis pembangunan yang berkesinambungan, sebagaimana terjadi di Jepang 

dan negara-negara Barat. Menurut Leibstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk 

yang ditentukan secara biologis ada antara 3-4 persen, dalam rangka mengatasi 

kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar.

1.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, 

retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain - lain pendapatan yang sah.

Dengan berlakunya UU otonomi daerah no. 22 tentang pemerintahan daerah 

dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan 

kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam 

mendapatkan sumber-sumber pembayaran, baik yang berasal dari daerah itu sendiri 

maupun yang berasal dari APBN.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah 

daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith”s Canon yang meliputi :
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Keadilan (equity)

Yang dimaksud keadilan dalam perpajakan ialah bahwa pajak harus 

adil baik secara vertikal maupun horizontal. Adil secara Vertikal artinya pajak 

harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai 

tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara 

horizontal artinya pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil 

diantara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan

a.

yang sama.

Kepastian (certainly)

Yang dimaksud dengan unsur kepastian adalah bahwa pajak 

hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan tegas pada setiap wajib pajak

b.

Unsur kelayakan (convenience)c.

Yaitu bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak

kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak

memberatkan para wajib pajak.

d. Efisien (economy)

Pajak daerah harus efisien (unsur ekonomi) artinya pajak daerah yang 

dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pungutan yang 

lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah.
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Unsur ketepatan (adequacy)

Pajak daerah harus memenuhi unsur ketepatan, artinya pajak tersebut 

dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran 

pendapatan dan belanja pemerintah yang bersangkutan.

Dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 disebutkan mengenai 

sumber pendapatan daerah otonom yaitu dari:

1. Pendapatan asli daerah otonom sendiri, yang terdiri atas:

• hasil pajak daerah

• hasil retribusi daerah

e.

• hasil perusahaan daerah

• lain - lain usaha daerah yang sah

2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari

• sumbangan dari pemerintah pusat

• sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang- 

undangan.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi :

sumbangan pihak ketiga dan sebagainya. Jadi pendapatan yang 

diserahkan atau yang ditunjuk oleh pemerintah pusat meliputi pajak 

dan retribusi: sedangkan yang termasuk subsidi pemerintah pusat 

meliputi sumbangan dari pemerintah pusat dan bagian dari iuran 

Pembangunan Daerah yang kemudian diganti dengan pajak bumi dan
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bangunan (PBB), serta pungutan produksi terhadap cengkeh, kopra

dan kayu hutan.

4. Pembiayaan sektoral

Alokasi dana sektoral digunakan untuk membiayai proyek -proyek

yang dilaksanakan oleh dinas-dinas propinsi dibawah pengawasan 

pemerintah pusat. Suparmoko (2002:39)

Besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Susilo :

(2000:44) pada dasarnya disamping dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dimaksud adalah faktor internal ( yang dapat

dikontrol) dan faktor eksternal (yang tidak dapat dikontrol).

Adapun faktor - faktor internal yang dimaksud adalah terdiri dari :

1. Organisasi dan perencanaan

2. Peraturan daerah, sistem serta prosedur

3. Koordinasi dan kemampuan personel

4. Analisis dan pengawasan

5. Saran dan prasarana yang dimiliki

6. Sanksi bagi wajib pajak/ wajib retribusi

7. Insentif

8. Data dasar
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Sedangkan faktor eksternal terdiri dari:

1. Kesadaran wajib pajak/ wajib retribusi

2. Pertumbuhan objek penerimaan

3. Perekonomian daerah

4. Kebijakan pemerintah

5. Kondisi objek penerimaan

1.5.3 Pajak Daerah

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, kemudian

disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak merupakan iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah)

tanda balas jasa langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan

yang berlaku. Suparmoko (2002:56)

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah.

Ciri ciri perpajakan daerah khususnya yang banyak terjadi di banyak 

berkembang, adalah sebagai berikut:

negara
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• Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara 

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

• Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, 

kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.

• Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) 

dan kemampuan untuk membayar (ability to pay) menurut DR. Machfiid Sidik,

MSc. (2004:130)

Jenis-jenis pajak daerah dan tarifnya menurut Hanif (2005:98) adalah sebagai

berikut:

1. jenis pajak daerah yang dipungut provinsi:

Pajak kendaran bermotor dan kendaraan diatas air (PKB-KAA) dengana.

tarif 5%

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB

- KAA) dengan tarif 10%

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

c.

d.

(P3ABT dan AP) dengan tarif 20%

2. Jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/ kota

Pajak hotel dengan tarif 10%a.

b. Pajak restoran dengan tarif 10%

Pajak hiburan dengan tarif 35%c.
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Pajak reklame dengan tarif 25%

Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%

Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%

d.

e.

f.

Pajak parkir dengan tarif 20%g-

1.5.4 Retribusi daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah ;

a) Yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

1. Retribusi jasa umum

2. Retriusi jasa usaha

3. Retribusi Perizinan

b) Yang ditetapkan dengan peraturan daerah : retribusi selain yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah.

Adapun fungsi dari retribusi daerah yaitu (Suparmoko : 1999:97)

1. penerimaan

Artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi 

pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan 

pelayanan pembayar retribusi.
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2. pengatur

Artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau perangkat untuk menata 

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

1.6 Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bierthy Ocasari dari Kota Palembang kurun 

waktu 7 tahun dari periode tahun 1994 - 2001 dengan judul : Analisis Kontribusi 

Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut:

1. Kontribusi penerimaan dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

kota palembang periode 1994/1995 - 2001, rata-rata kontribusi setiap 

tahunnya sebesar 52,63 persen. Kontribusi penerimaan pajak diluar pajak 

daerah yaitu retribusi daerah yang kontribusi penerimaan pendapatan asli

daerah sebesar 37,09 persen pertahun. Kalau dilihat dari kontribusinya jelas

bahwa pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan asli

daerah Kota Palembang.

2. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatann Asli Daerah

berfluktuasi, karena peningkatan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah 

terus-menerus dan tidak diikuti secara proporsional oleh penerimaan pajak 

daerah. Akan tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun

anggaran 2000 terjadi penurunan sebesar -2,87 persen.
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1.7. Kerangka pemikiran

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya 

memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana ini dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, jumlah penduduk dan 

tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu :

Sumber - sumber Penerimaan 
Daerah

Pendapatan
Asli

Daerah
(PAD)

Retribusi
Keuntungan

Perusda

Pengelolaan 
Aset Daerah

Pajak

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pembahasannya mengenai analisis Kontribusi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kebupaten Lahat. Data yang digunakan pada metode ini adalah data sekunder. Data
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tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statisik Propinsi Sumatera Selatan, Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat.

1.8.2 Objek Penelitian

Variabel yang diteliti disini adalah mencakup daerah Kabupten Lahat selama 

kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2000 sampai tahun 2004 dan peningkatan

pendapatan Asli Daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu keragaman 

jumlah pajak, jumlah retribusi daerah yang dipungut, jenis pajak dan jenis retribusi.

1.8.3 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian ilmiah yaitu penelitian

yang menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik dinas-dinas terkait dan dari litelatur-litelatur lainnya.

1.8.4 Teknik Analisis

Dalam menganalisis permasalahan pada tulisan ini, penulis menggunakan 

tehnik analisis kualitatif. Analisis kualitatif disini digunakan untuk menjelaskan data

pada tabel yang disajikan dan angka-angka yang didapat dari hasil perhitungan . 

selain itu juga di analisis Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Daerah yang

mengatur tentang Pajak Daerah.
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Untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan penerimaan pajak Daerah dan 

Pendapaatan Asli Daerah pada setiap tahunnya, digunakan rumus pertumbuhan:

Pt= po (1 +rf

Pt = Penerimaan pada tahun akhirDimana:

Po = Penerimaan pada tahun awal

= Angka pertumbuhanR

= waktu antara Po dan Ptn

Untuk melihat kontribusi sektor diformulasikan berikut ini :

Kontribusi = 2Ui x 100%
Yj

Dimana: Xij = Penerimaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah

Yj = Pendapatan Asli Daerah

1.8.5. Batasan Operasional Variabel

Variabel-variabel yang dibahas adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah dan pengolahan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

2. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak 

ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan 

hukum publik yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak

yang
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penerangan jalan umum, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 

golongan c, dan pajak reklame.

3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan yang terdiri dari retribusi 

pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak 

KTP dan akte catatan sipil. Retribusi pesanggerahan dan Villa, retribusi pasar,

retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah

potong hewan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek.

Retribusi tempat khusus parkir dan retribusi izin gangguan, retribusi pengujian

kendaraan bermotor, retribusi tempat rekreasi dan olsh rsgs, retribudi jasa 

usaha WC umum, retribusi pemungutan uang leges, retribusi pemanfaatan 

hasil hutan, retribusi izin usaha angkutan.

4. Kontribusi adalah uang sumbangan, iuran, sokongan.
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